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RESTRUKTURISASI BUMN (PERSERO)
MELALUI PENGGABUNGAN/PELEBURAN PERUSAHAAN

A.PENDAHULUAN
Era perdagangan bebas yang melanda dunia, termasuk Indonesia, menuntut

adanya persiapan dan kesiapan khususnya dunia usaha dan perusahaan-
perusahaan di ‘lndonesia agar tetap survive dan mampu bérkompetisi dengan
perusahaan-perusahaan asing (termasuk perusahaan transnasional) yang
beroperasi di Indonesia. Kondisi ini iebih diperparah dengan krisis ekonomi yang
melanda Indonesia selama beberapa tahun, dimana akibatnya dirasakan sangat
dahsyat seperti yang dapat kita ikuti dalam berbagai pemberitaan media. Masalah-
masalah tersebut dihadapi baik oléh perusahaan swasta maupun -'milik negara.
Padahal. baik untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang,
keberadaan suatu perusahaan selalu dibutuhkan oleh masyarakat, baik sebagai
penghasii barangfjasa (produsen). pengguna barang/jasa (Konsumen) rmaupui
sebagai institusi penyerap tenaga keria." Relasi anté_ira perusahaan dengan
masyarakat akan selalu terjadi mengingat keduannya mempunyai sifat
ketergantungan. Hal imi berlaku baik bagi perusahaan/badan usaha milik swasta
maupun milik negara (BUMN, dalam hal ini dan yang dimaksud dalam masalah ini
adalah Perusahaan Persercan/Persero). Keberadaan BUMN patut dipertahankan
karena pada dasarnya pemilik dari BUMN adalah rakyat itu sendiri, yang datam hal
ini menguasakan kepada negara yang dialankan oleh pemerintah untuk
mengelolanya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 khususnya ayat (2) dan (3)
UUD 1945 yang berisi - '
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai ofeh negara _
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkadang dida!a:mnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sehingga sudah sewajarmnya untuk kepentingan rakyat, BUMN terutama yang
bergerak dalam bidang yang menguasai hajat hidup rakyat tetap dipertahankan
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keberadaannya, meskipun tolak ukur cabang-cabang produksi yang penting dan
menguasai hajat hidup orang banyak terus mengalami perkembangan.

Dalam Kkaitan déngan Cabangwcal;ang produksi yang penting dan vital sebagai
bidang usaha BUMN, memang memegang peranan yang penting dan strategis,
sebab hal ini akan menjamin bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang banyak akan mengabdi pada Kepentingan
umum dan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.?

Oleh karena itu kelangsungan hidup BUMN merupakan sesuatu yang
semestinya dipertahankan, baik dengan tindakan-tindakan vyang bersifat
organisatoris, ekonomis, maupun yuridis. Apapun tindakan yang dipilih,: pertu
diperhatikan aspek yuridis ’sebagai suatu upaya preventif maupun represif untuk
mengantisipasi segala kemungkinan atas findakan-tindakan tersebut, terutama untuk
menjaga kepentingén karyawan, pihak ketiga, dan masyarakat umum.

Di antara banyak pilihan tindakan yang akan diambil dalam rangka
mempertahankan keberadaan suatu perusahaan, antara lain adalah melakukan
-penggabungan atau peleburan (merger/konsolidasi). Tindakan penggabungan atau
peleburan merupakan strategi memajukan dan mengefektifkan perseroan dalam
menjatankan usahanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa harus meialui
prosedur pemberesan akibat likuidasi. Di samping itu juga dimaksudkan sebagai
upaya perbaikan sistem manajemen nerseroan, mengurangi atau menghindari
persaingan seria rnencegah kepailitan.

Sementara Normin S. Pakpahan menyatakan bahwa : “These combination (merger.
consolidation) may provide new synergy in doing bussiness in order to achieve a
higher rate of efficiency and productivity.®

Jadi pada umumnya alasan dan latar belakang untuk melakukan proses
penggabungan atau peleburan perusahaan adalah alasan dan pemikiran yang
bersifat ekonomis dan manajerial. Sementara itu, hukum akan menjadi
pertimbangan akhir sebagai pengaman, apékah tindakan-tindakan yang dipilih

[oralum R Frospek BUMN dan KepentinganUnnun, Citra Aditya Bakii, Bandung, 1997, hal 4
* Nomnin s.Pakpahan, Irtroduction To The New Company Lawolf Indonesia. ELIPS Project. lakarta,
1995 p.9




melanggar ketentuan undang-undang dan tidak melanggar hak serta kepentingan-
kepentingan pihak lain.*--

Meskipun demikian, mengingat arti pentingnya tindakan<tindakan hukum
tersebut bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan agar dapat b‘_érjalan
sebagaimana mestinya dan dapat menjamin tersedianya kebutuhan maéi;arakat:
maka perangkat hukum yang mengatur hal tersebut patut untuk diperhatikan.

Oleh karena ifu dalam makalah ini gkan dicoba untuk menelaah perangkat
hukum yang tersedia bagi tindakan hukum penggabungan dan peleburan bagi
BUMN di luar yang bergerak dalam bidang lembaga keuangan bank maupun bukar

bank, sekaligus berbagai implikasi yang dipimbulkan oleh perangkat hukum tersebut.

B. PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGERY)
Batasan tentang penggabungan perusahaan (merger) dapat dikemukakan

beberapa pendapat sebagai berikut :

1. A Zen Purba

“Merger adalah penggabungan dua atéu lebih perusahaan ke dalam salah satu
dari mereka dan perusahaan yang bergabung membubarkan diri”

2. Karini Mulyadi : _ _
"Merger adalah penggabungan dua perusahaan dimana perusahaan yang satu
tetap eksis, sedangkan perusahaan yang lain lenyap”

3. Cristianto Wibisono :
‘Merger adalah penggabungan dua badan usaha atau lebih yang refatif
seimbang kekuatannya, sehingga terjadi kombinasi baru yang merupakan wadah
bersama yang saling memperkuat”.

4. Pasal 1 anggka 1 PP No.27 Tahun 1998 -

“‘Penggabungan adalah perbuatan hukum yang difakukan oleh satu perseroan

atau lebih untuk menggabungkan diri dengarn perseroan lain yang felah ada dan

sefanfutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar”

perusahaan/merger pada dasarnya merupakan penggabungan dua atau lebih

* 8ri Redjek Hartone, Op.Cit, hal 39,




perusahaan dengan tetap mempertahankan keberadaan salah satu perusahaan,

sementara perusahaan lain yang menggabungkan diri dibubarkan.

Pada hakikatnya pengertian merger difokuskan pada penggabungan usaha .

. yang memiliki kekuatan berimbang, tetapi pada kenyataannya justru maiah - -
sebaliknya yaitu banyak badan usaha yang bergabung justru memiliki kekuatar: yang
jauh berbeda. Dengan dilakukannya mrrger, secara hukum badan hukum yang
dibubarkan keberadaannya tidak adg lagi.

Dari segi hukum perusahaan, penggabungan merupakan pembelian dan
xarenanya teriadi pengalihan kepemilikan harta kekayaan termaéukjuga saham
perseroan yang menggabungkan diri. Saham perseroan yang menggabungakan diri
dinilangkan identitasnya dan digantikan oleh saham perser'oé_n yang masih ada.

Pada dasarnya ada beberapa macam merger, yaitu !

1. Merger Horisontal
Dalam merger horisontal, penggabungan perusahaan dilakukan oleh perusahaan
yang bergerak dalam bidang usaha sejenis, atau antara perusahaan yang
semula séling berséing. Misainya mergerantara perusahaah mie instant "A*
dengan perusahgan mie instant “B”".

2. . Merger Vertikal _ _
Dalam merger vertikal, penggabungan perusahaan dilakukan oleh perusahaan
yang mempunyai perbedaan dalam tingkat operasi produksi. Misalnya _
perusahaan ofomotif dengan tingkat desian, pembuatan karangka, dan
pemasaran yang berbeda. Bisa juga merger vertikal diartikan adanya kerjasama
antara satu perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, yang mengolah febih
lanjut produk yang dihasilkan oleh perusahaan pertama. Misalnya merger antara

perusahaan penghasilan tepung terigu dengan perusahaan mie instant.

3. Merger Konglomerat
Dalam merger konglomerat ini, bukan merupakan merger horisontal maupun

vertikal, artinya masing-masing perusahaan tidak mempunyai kegiatan bisnis

———yang saling-berhubungan—Dengan-kata-fain-bahwa-merger-konglomerat ——— -

merupakan suatu langkah integrasi yaitu pengumpulan dalam suatu perusahaan

atau sejumnlah perusahaan yang beroperasi yang di berbagai mata rantai usaha.




Sementara Abdulkadir Muhammad mengemukakan tujuan penggabungan
perusahaan sebagai berikut -°

a. memperbeassr jumlah modaf . _

b. menyefamatkan Kelangsungan produksi |

c. mengamankan jalur distribusi |

d. memperbesar sinergi perusahaan | dan

€. mengurangi persaingan usaha menuju kepada monopolistik.
Khusus untuk tujuan huruf e diatas BUMN mendapatkan pengecuatian sesuat
ketentuan Pasa!l 51 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoti can
Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berisi : ”

"Monopoli | dart atau pemusatan keglatan yang berkaitan dengan produksi darn atau
pemasaran barang dan atau fasa yang menguasai hafat hidup orang banyak serta
cabang-cabang produksf yang penting bagi negara dfatur dengan undang-undang
dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga

| vang dibentuk atau dftunjuk oleh pemerintah’

Tentu saja penggabungan ini ditandasi oleh beberapa kepentingan yang secara

ekonomt lebih efisien dan menguntungkan. Sehubungan dengan itu, Mas’ud

Machfoedz mengemukakan beberapa alasan penggabungan perusahaan sebagal

berikut :°

1. pemanfaatan aset yang lebih efisien dalam satu kesa;‘Uan perusahaan. Sebagai
contoh.apabita PKBI bergabung menjadi satu dengan Kanindotex (sekarang
berubah menjadi PT.AIC), secara ekonomis pemanfaatan mesin tenun lebih
efisien karena ekonomis scale dapat ditingkatkan.

2. integrasi usaha ' dengan penguasaan atau penggabungan badan usaha yang
segaris maka bfaya produksi akan lebih murah. Sebagai contoh, apabila

Indofood bergabung dengan Bogasari maka Kesulitan memperoleh bahan baku
mie instant dapat dihindari.
3. profesionalisme manafjemen - dengan penggabungan badan usaha diharapkan

——— —mampumenarikmanajemen yang profesional-Sebagai contoh—pengtasaa——

Bank Papan Sejahtera oleh Hasjim Group.

Abdulkadir Muhamimad, Hikum Perusahaan Indonesia, Citra Aditva Bakt, Bandung, 1999, hal, 45,
* Abdulkadir Muhammad. Hrkeem Perseroarn Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 87.




4. sinergi finansial dan ekonomi | apabifa perusahaan merugi bergabung dengan
berusahaan yang mempercieh laba. maka perusahaan yang rugi akan
menampakkan performancé yang baik dan perusahaan yang laba akan
berkurang pafaknya karena dikurangi oleh perusahaan yang bergabung. Sebagai
contoh penggabungan Toko Gunung Agung dengan Multi Gunung Agung pada

fahun 1988.

C. PELEBURAN PERUSAHAAN (KONSOLIDASI)
Beberapa batasan tentang peieburén (konsolidast), antara fain :
1. R.Sutario: '
‘Konsolfdasi adalah peleburan dug perseroan ’atau lebih menjadi perseroan ke
tiga yang sama sekali baru darn mengambil aktiva-aktiva (mungkin juga hutang-
“hutang) dari perseroan fama yang selanjutnya akan menghifang”.

2. Abdulkadir Muhammad :
“Peleburan adalah penyatuan dua perseroan atau lebifr dengan cara mendirikan

perseroan baru dan membubarkan perseroan yang ada “.
3. Pasal 1 anggka 2 PP No.27 tahun 1998

‘Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau

febih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan

~ masing-masing perseroan yang meleburkan dir mer_ijadi bubar’.
Dari beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa peleburan

{(konsolidasi) adalah merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih dimana
perusahaan yang bergabung tersebut kehilangan eksistensinya dan melebur

menjadi satu perusahaan yang sama sekali baru.
Dari segi hukum perusahaan dalam suatu peleburan, semua harta kekayaan

termasuk selama perseroan yang bergabung dibeli oleh perseroan yang bari
didirikan dan digantt dengan identitas perseroan yang baru. Pendirian perseroan
yang baru bersamaan dengan pembelian dan pengaiihan seluruh harta kekayaan
—————persefoan-lama yang-releburmenjadi perseroan baru-melalui-alda pendifannya-
Meskipun pada dasarnya alasan dan tujuan perbuatan hukum

penggabungan dan peleburan perusahaan adalah sama, yaitu berkisar pada

* fbid, hal 86




masalah permodalan, produks:, dan jatur distribusi, tetapi antara keduanya terdapat

hebarapa perbedaan, antara iain |

1. Pada penggabungan masih dipertahankan keberadaan salah satu perusanaan,
sedangkan pada peieburan semua perusahaan dibubarkan dan membeniuk

perusahaan baru |

)

Pada penggabunges hanya dibutuhkan perubahan Anggaran Dasar saish satu
perusahaan, sehinggsa cukup dimintakan perseiujuan kepada Menteri Kehzximan
(Pasal 15 ayat {1) Ui No 1 tahun 1989) ; sedangkan pada peleburan diperlukan
adanya Akta Pendinzn (Anggaran Dasar) Perusahaan yang baru sehinggzs harus
dimintakan perusahaan kepada Menteri Kehakiman (Pasal 7 ayat (6) jo. Pasal @
UU Neo. 1 Tahun 1885). '

D. PERANGKAT HUKUM TENTANG PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN
PERUSAHAAN

Perangkat hukum dari perbuatan hukum penggabungan dan peleburan
perusahaan dapét di\ihét pada ketentuan UU No.1 Tahun 1995 Tentang Persercan
Terbatas (UU PT) dan 2P Nc 27 Tahun 1988 Tentang Penggabungan, Peteouran.

_dan Pengambilaiihan Perseroan Terbatas. - _ ‘

Pasal 102 UU PT antara fain menyafakan bahwa satu perseroan atau lebth
dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada atau
meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru. Sementara
Pasal 1 PP 27 Tahun 1888 menyatakan bahwa penggabungan adalah perbuatan
hukum yang dilakukan oleh satu persefoan atau lebih untuk menggabungkan diri
dengan perseroan yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan
diri menjadi bubar. Sedangkan peleburan adalah perbuatan hukum yang ditakukan

oleh dua perseroan lebih atau untuk melfeburkan diri defgan cara memberituk satu

perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan dirt menjad: bubar

Dengan demikian jeias bahwa penggabungan dan peleburan adalah suatu
-perbuatan-hukum, dimana perbuatan-fukum-yang dilakukan oleh subyek nukum
akan mempunyal akibat hukum, yakni hak dan kewajiban (tanggung jawabj menurut
hukum terhadap pthak lain. Oleh karena penggabungan dan peleburan merupakan
perbuatan hukum ycang mempunyai akibat hukum: baik bagi perséroan itu sendiri



maupun pihak ke figa (masyarakat), inaka perlu diatur secara jelas segala sesualu
yang berkaitan dengan pertuaian hukum tersebut.

Berdasarkan xetentuan =asal 102, 104 - 108 UU PT dan Pasal 4 - 25 UU

PP 27/1998, dibawzh inj (pada halaman berikut) disajikan garis besar proses
penggabungan dan ozleburan perusahaan dalam bentuk bagian. Froses
penggabungan dan peleburan perusahaan péda dasarnya sama antara 12in
1. Direksi masing-irasing perseroan yang akan saling menggabungkan/metelurkan
diri menyusun Urusar Rencana Penggabungan/Peleburan, yang berisi antara
lain
a. Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan
penggabungan/peleburan |
b. Alasan sertz penjelasan masing-masing Direksi perseroan dan persyaratan
penggabungan/peieburan ;
c. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan terhadap saham

perseroan hasi| oengga_bungan/'peieburan X

d. Rencangna perubahan Anggaran Dasar 'perseroén hasi!

penggabungzn/peleburan ; 4

e. Neraca, perhitungan rugi laba yang meliputi 3 {tiga) tahun duku teraknir darn
semua perseroan yang akan menggabungkan meleburkan diri ;
f. Hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham :

a) Neraca proforma perseroan hasil penggabungan/peleburan sesuai
dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenat hai-hal
yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan
perseroan vang dapat diperoleh dari  penggabungan/peleburan

berdasarkan penilaian ahli yang independen ;

by Cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan
menggaoungkan/meleburkan diri
¢} Cara menyelesaikan hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak
seseeeketiga S
dy Cara penyelega}an hak-hak pemegang saham vyang tidak setuiu
terhadap penggabungan/peleburan perseroan ;
e) Susunan, gaj. dan tunjanganr lain bagi Direksi dan Komisans hasll

penggabungan/peleburan ;



w

1) Perkiraan Jangka waktu penggabungan/peleburan |
g, Laporan mengenal Keadaan atau jaiannya persercan serta hasi yang
telah di capati ;
' Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama iahun buku yang
sedang berjalan ;
i Rincian maszalah yang timbul selama tahun buku sang sedang oserjaian
Vvang mempengdaruhi perseroan |
J;  Nama anggota Doreksi dan Komisaris.
'si usulan tersebut harus mendapat persetujuan dar Komisaris.
Usulan seperti dalam zngka 1 tersebut merupakan bahan untuk menyusun
Rancangan penggabungan/peleburan yang disusun bersama-sama oleh Direksi
perseroan yang akan melakukan penggabungan/peleburan. Rancangan
penggabungan)’peleburan ini  sekurang-kurangnya memuat hal-nal yang
tercantum dalam Usulan Rencana penggabungan/peleburan. Selain ini juga
harus memuat penegasan darl  pefrseroan  yang aka'n menerima
penggabungan/peleburan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan
Kewajtban dart perseroan yang akan menggabungkan/meleburkan diri
Ringkasan rancangan penggabungan/peleburan ini walib diumumkan oleh
masing-masing Direksi dalam 2 surat kabar harian serta diumumkan secara
tertulis kepada karyavs{an perseroan paling lambat 14 hart sebelum pemang_gilan
RUPS masing-masing persercan.
Rancangan penggabungan/pefeburan berserta konsep Akia
pengabunggan/peteburan wajib dimintakan persetujuan kepada RUPS masing-
masing perseroan, dimana keputusan diambil dalam RUPS yang dihadir paling
sedikit % bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan

disetujut oleh paling sedikif % bagian dari jumlah suara tersebut.
Konsep Akta penggabunggan /peleburan yang telah mendgapatkan persetujuan
RUPS dituangkan daiam Akta Penggabungan/peleburan yang dibuat cihadapan

Netaris daiam bahasa-lndenesia. - - e

Direksi perseroan hasil penggabungan/peieburan wajib mengumumkan hasil
penggabungan/peleburan tersebut dalam 2 surat kabar harian paling lambat 30

hari sejak penggabungan/peleburan selesai dilakukarn.



Persyaratan persertujuan RUPS bagr perbuatan hukum penggabungan dan

peleburan perusahaan hai ini penting mengingat adanya kemungkinan terdapat

pemegang saham yang tidak menyewjul perbuatan hukum tadi (termasuk dan
ierutama pemegang saham minoritas) Oleh karenanya, terhadap permasalahan ini

PP 27 Tahun 1998 telah menyediakan ketentuan yang mengatur hal tersebut, yakn

yang dimuat dalam Pasal 4 sebagai berikut
(1) Penggabungan. peleburan. dsn pengambilalihan hanva dapat dilakukan

dengan memperhatikarn
a. Kepentingan perseroan. pamengang saham minoritas. dan Karyawan
perseroan yang bersangkutan :
b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan
usaha.

(2) FPenggabungan, peleburan, dan pengambﬁaﬁhan tidak mengurang hak
pemegang saham minornitas untuk menjual sahamnya dengan harga yang
wajar _

(3) Pemegang sahém yang tidak 'sefulz'u terhadap f(epuruéan Rapat Umum
Pemegang  Saham  mengenar penggabungan.  péleburan  dan
pengambilalihan hanya dapal menggunakan haknya agar saham yang
dimifikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal
55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

(4) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan

proses pelaksanaan penggabungan. peleburan. dan pengambilalihan.

E.PERKEMBANGAN DAN PERANGKAT HUKUM BUMN {(PERSERO)
Berangkat dari keberadaan Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan bahwa

pelaku ekonomi®, yaitu Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Koperasi.
Sebagai pilar perekonomian nasional maka sudah sewajarnya apabila ketiga badan
- ~usaha tersebut diberi- kesempatan dan porsi-yang seimbang. untuk turut serta

membangun perekonomian nasionai.

* Panii Anoraga. BUMN, Swasta dan Koperast - Tiga Pelaku Ekenomi, Pustaka Java, Jakarta, 1995
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AT

Pasal 1 Perpu No.1& Tahun 1860 tentang Perusahaan Negara menentukan
bahwa pada dasarnya yang cimaksud dengan Perusahaan Negara adalah meliputi
semua perusahaan dengan bentuk apapun vang mcdainya untuk keseturuhar
merupakan kKekayaan negara Republik Indonesia, kecuall ditentukan iain dengan
undang-urndang Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pada tahap in.
perusahaan negara merupakan perusahaan yang modalnya adalah milik negara
seluruhnya (100%), yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan Hal ini
dapat dimakiumi apabila ditelaah berdasarkan Penjelasan Perpu tersebut yang
antara lain menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan ekonomi terpimpin
yang menuiu ke suatu masyarakat adil makmur, maka segala kegiatan ekonomi
perlu disinkronisastkan dengan baik dan"-bijaksana sehingga dapat mempersingkat
wakiu yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian juga
dinyatakan *...... . semua alat produksi dan distribusi harus direorganisasikan dan
ditujukan ke arah pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 .. ..°. Selain itu juga
dikemu_kakan: ‘Semua alat vital dalam produksi dan semua alat vital dalam distribus
harus dikuasai atau sedikitnva diawasi oteh pemerintaty . 7 Dan beberapa kutipan
dari Penielasan Perpu fersebut dapat disimpulkan bahwa pasal awal masa
pembangunan saat itu, maka negara menginginkan peran yang besar dalam
berpartisipas) melakukan proses produksi dan distribusi bidang-bidang yang vitai
guna kemakmuran rakyat.

Namun demikian dalam perkembangannya, konsep perusahéan negara
tersebut mengalami kesulitan dalam melaksanakan usahanya dan dianggap tidak
efisien secara ekonomis. Hal ini terjadl karena selain adanya kewajiban negara
untuk menyediakan modal bagi perusahaan negara sebesar 100 %, juga karena

penyeragaman benuk hukum dari perusahaan negara itu sangat menyulitkan

~ mengingat bidang usaha vang diangan! adalan “berbeda-beda darmmempuriyai

karakteristik yang berlainan puia. Maka pada tahun 1968 dikeluarkan UU No.9
Tahun 1968 tentang Penetapan Perpu Na.1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk

Usaha - Negara - -Menjadi-- Undang-Undang yang pada intinya. membedakan...

perusahaan negara menjadi 3 (tiga) kecuali ditentukan secara khusus dalam
undang-undang. yaitu '
1. Perusahaan Jawatan atau PERJAN. vaitu Perusahaan Negara yang didirikan

dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Indonesische
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'Bedrijvenwet (Sth 1827 : 419 sebagaimana telah beberapa ka. diubah dan di
tambah) ;

-2 Perusahaan Umum atau PERUM, yaitu Ferusahaan Negara yang didirikan dan

diatur perdasarkan ketentuan-xketentuan yang termakiub dalam UU No 19 Prp
Tahun 1960 ;
Perusanaan Perseroan atau PERSERGC vyaitu Perusahaar dalam benilik

2

Ferseroan Terbatas seperll ciatur menurut ketentuan KUHD (Stb. 1847 . 23
sebagaimana telah beberapa kali diubalh dan ditambah), baik yang saham-
sahamnya untuk sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh negara.

Dalam tahap ini negara ¢pemerintah) mulai meninggatkan konsep bahwa
sebuah perusahaan negara sefuruh modalr'{y'a harus dimiliki oleh negara, yaitu
dengan mulat munculnya perusahaan perseroan (Persero} yang memungkinkan
negara hanya menguasai sebagian (besar) modalfsaham dari Persero fersebut.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Rl No.740/KMK 00/1889
iebth diperjelas lagi, bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) adalah badan usaha yang seluruh modainya dirhi\ikl olen negara, atau
badan usaha yang fidak seluruh sshamnya dimiiiki cleh negara tetapi statusnya
disamakan dengan BUMN, vaitu 7 7
1. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah

daerah; ]

BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN 1é|’nnya )
3. BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasia

nasional/asing dimana negara memiliki saham mayoritas minimai 51 %.

Pengaturan tentang perseroan yang cukup penting adalah dengan
dikeluarkannya PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).

 Dalam PP ini ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan Perusatiaan Persercan

adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.9
Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang-Ng.1 Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51 % saham
yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modai secara langsung
(Pasal 1 angka 2). Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya ingin memberikan
Kerangka hukum yang jelas dalam rangka mendorong peran Persero menghadapi

era persaingan pasar dunia yang semzkin Ketat sejalan dengan kecenderungan



globalisasi perekonomian dan liberaiisasi perdagangan. Selain itu ada beberapa hal
cukup menarik yang dimasukkan dalam ketentua RBP ini. antara lain -

Pertama. dinyataken secara tegas bahwa Persero tunduk pada prinsip-prinsip
Perseroan Terbatas yang diataur dalam U No 1 Tahun 1885 tentang Perseroan
Terbatas. Hal ini berarti segala ketentuan dalam UU PT dapat diterapkan dalam
Persero, kecuali tentang pendiriarnya (lihat Pasal 7 ayat 5 UU PT). redua.
digdorongnya semangat kemandirian bagi Persero dalam menjalankan akiifitas tianpa
adanya campur tangan dari pihak manapun termasuk dari pemerintah, kecuali organ
Persercan sesuai dengan ketentuan UU PT. (Pasal 39 PP 12 Tahun 1998). Dengan
demikian meskipun ada unsur pemerintah dalam Persero, yakni Menteri Keuangan
sebagai pemegang saham mewakili pemerintah, namun peran Menteri Keuangan
tersebut harus dijalankan secara proporsiona!l demi kepentingan Perserocan yang
dijalankan secara profesional. Ketiga. didorongnya Persero yang sehat selama 2
(dua) tahun berturut-turut untuk berubah menjadi Persero Terbuka {Pasal 17 PP
No.12 Tahun 1998). Hal ini mengisyaratkan bahwa terbukanya kesempatan yang
lebar bagi présesrp.rivatisasi denganr cara meniual sebagian saham Persero kepada
~ masyarakat.

-Namun demikian, seiring dengan . perkembangan (diduga terutama
perkembangan status politik), peraturan pemeriniah tersebui diikuti dengan
keluarganya 3 peraturan pemerintah yang isinya. boleh dikatakan saling simpang
siur”... ..., ada indikasi perebutan kewenangan terhadap BUMN, yang ditandai
dengan terbitnya tiga Peraturan Pemerintah yvang mengatur kewenangan BUMN
hanya dalam waktu satu bulan.® Ketiga Peraturan Pemerintah tersebut adalah, PP
No.86 Tahun 1989 (terbit tanggal 22 Desember 1999) tentang Pengalihan
Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan
(Persero) dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara
Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan
-Badar-Usaha--MiltkNegara; -yang pada dasarnya mengatur-temntang: pengatihan
kedudukan, tugas dan wewenang tersebut dari Menteri Keuangan kepada Menteri

Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN (Pasal 1). Kewenangan yang

* Majalah Pilar, No. 20 ThIT[:27 September — 10 Oktober 2000, hal. 20.



diatihkan tersebut sangat iuas «zrena selain penatausahaan setiap penyertaan
modal negara berikut perubahannya serla penvertaan-penyerataan yang dilakukar
olen BUMN, meliputi iuga xegiatan reorganisasi dan pembubaran BUMN (Pasal =
j0.Penjelasan atas Pasal 1). Setelzn itu keluar PP No. 98 tahun 1888 (terbit tanggai
27 Desember 1993) tentang Pengalihan Kedudiikan, Tugas dan Wewenang Mentern
Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Sanam (RUPS) atau Pemegang Saham
Pada Perusahaan Perseroan (Perserc; dan Perseroan Terbalas Yang Sebagian
Sahamnya Dimiliki Cleh Negare Repuhlik indonesia Keépada Menteri Negara
Penanaman Modal dan Fembinzan Badan Usaha Milik Negara, yang isinya
membatasi kewenangan Menneg BUMN seperti vang diatur dalam PP No.98 Tahun
1968, yakni adanya pengecualian terhadap Persero yang bergerak dalam bidang
usaha perbankan, perasuransian. dan iasa keuangan lainnya (Pasal 1 ayat 2).
Selain itu juga diatur adanya kewajiban dari Menneg BUMN untuk meminta
persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan dalam hal pembangian deviden
Persero/PT, ‘pengangkatan_ dan pemberhentian Direksi/Komisaris Persero/PT.
penggabungan, peleburan, pemecahan dan pembubéran Persero/PPT, serta dalam
hal pemberian jaminan oleh cemerntah (Pasal 2 ayat 2). Lalu vang terakhir adalan
keluarnya PP No.1 Tahun 2000 (terbit tanggal 2o Januar 2000) tentang Perubahan
PP No.98 Tahun 1599 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan
Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang
Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas Yang
Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri
Negara Penanam Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara sebagai revisi
terhadap PP No.98 Tahun 1989, yang pada dasarnya hanya berisi penghapusan
ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No.98 Tahun 1999, artinya Menneg BUMN tidak perlu

iagi untuk mendapatkan persetujuan dar Menieri Keuangan dalam hal pembagiar
deviden Persero/PT. pengangkatan dan pemberhentian Direksi/fKomisaris
Persero/PT, penggabungan. peleburan. pemecahan dan pembubaran persero/PT,
-~ -sertatatamrhal pembertan jaminan oleh pemerintah (Pasal 4}

Berdasarkan tiga Peraturan Pemerintan tersebut. maka dapat disimpulkan
bahwa saat ini selaku Rapal Umum Pemegang Saham (dalam hat Persero yang
sahamnya dimiliki oleh negara 100 %) dan selaku pemegang saham {dalam bal

Perseroan atau yang saham negara tidak 100 %) adalah Menten Negara
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Penanaman Modai Gan Pembinaan SUMN. S¢. 1 itu dalars hal ini pembinaanr gan
kegiatan-kegiatan reorganisasi 3UMN yang meliputt penggzsungan, peleburan dan
pembubaran BUMN dilakukan ofen Menneg BUMN tanpa harus diminigkan
persetujuan dari Menier: Kauangan

Padahal pada perkembangan terakhir (setelah tfenadinya pergantis:
kabunet), diketahul bahwa Kementerian Pembinaan BUMN sudar tidak ada lag! can
saat ini masih terjaci nerbedaan tentang siapa yang paling cocok untuk menangz!.
BUMN. Ada yang menginginkan dibawah Menko Perekonomian (Riza! Ramii®, ada
berpendapat sebaiknva tetzp dibawah Menteri Keuangan, dan ada juga vang
berpendapat bahwa sebaiknya berada di bawah suatu badan kKhusus vang
menangani BUMN dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi bila

. diikuti dengan seksama perkembangan fersebut, akan tampak nuansa politis yang

ikut mewarnai kebijakan terhadap BUMN selain tentu saja ada juga pertimbangan-

pertimbangan teknis ekonomis maupun yuridis.

F. RESTRUKTURISASI BUMN (PERSERO) MELALUI PENGGABUNGAN DAN
PELEBURAN _

BUMN dikenai pula dengan istilah public enterprise. sehingga BUMN.
mempunyai dua elemen penting yang terkandung di dalamnya;yaith unsur
pemerintan (public) dan unsur bisnis (enterprise). BUMN mempunyai keistimewaan
karakteristik yang tidak dipunyal olen badan usaha lain, yang dirumuskan sebaga!
A corporations clothed with the power of government but possessed the fliexibiity
an inftiative of a private enferprise (suaiu badan usaha berbaju pemerintah tetapi
mempunyai feksibelitas dan inisiatif sebagai perusahaan swasta.*® Apabiia
diuraikan, maka dalam publik dar pengertian public enferprise BUMN, ada tiga

Makna yang terkandung drdatamaya-yakntpublicpurpese. public ownership. public
controf. Dari tiga makna tersebut public purpose menjadi inti dari konsep BUMN.

public purpose ini dijabarkan sebagal hasrat untux mencapai cita-cita pembangunas

- {sosial,-ekonomi, dan polotik) bagi kesejahteraan bangsa dan negara.’' Dalam
{ g J angsa dan nedara.

kerangka inilah sering dikatakan bahwa BUMN merupakan alat untuk pencapaian

tujuan Nasional.

' Panii Anoraga, Op. Cit.hal 2
" Ibid hal 3.
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Oleh Kkarenanya, teriebiy dalam era globalisast saat ini, bagaimana un
alasannya bahwa BUMN yang bergerak dalam bidang untuk kepentingan umum =ati
hajat hidup orang banyak sudah sepatutnya untuk dipertahankan kebenaranmys
Ada beberapa alas an untuk memperhatikan BUMN tersebut, yaitu
1. Dalam situasi dan kendisi tertentu, serta untuk produk barang atau jasa terfeniu.

harus dikuasal oieh necara agar dapat cinikmati oleh masyarakat |

Dalam nal produk Darang atau jasa yang mempengaruhi Kesejahterazn rakyat

S

banyak, hanya dapat dijziankan secara merugi maka hatl itu harus-dilakukan oieh
BUMN.

Selain itu, sejalan dergzn xecenderungan terjadinya globalisasi
perekonomian dan liberalisas! pardagangan, maka kensekuensinya adaiah
timbuinya persangingan yang semakin ketat antara pelaku ekonomi, tidak terkecuaili
BUMN. Masalah ini tidak bisa didiamkan begitu saja, sementara pihak lain {asing}
sudah stap dengan berbagai strategisnya. Maka BUMN perlu segera melakukan
persiapan-persiapan di segala didang guna mengantisipasi kecenderungan tersebut.
Banyak cara yang dapat dilekukan unfuk melakukan persiapan itu, antara lain
dengan program restrukturisasi melaiui berbagai format, misalnya privatisasi aiau:
marger. Datam inpres No.5 Tahun 1988 teiah diatur secara formal kebijaksanaan
restrukturisasi dalam rangka penggabungan BUMN, antara lain dengan cara
marger, konsolidasi, kerjasama operasi, kontrak menejemen, pemecahan
perusahaan, go public dan sebagainya.® Namun demikian apa yang telah
ditetapkan secara formal {tertulis) belum tentu dapat dilaksanakan dengan baik. Ada
beberapa contoh yang dapat dikemukakan, antara lain | Pertama, ide marger antara
It BUMN dilingkungan Depertemen Pekerjaan Umum. ide pembentukan holding atau
marger itu muncul pada awal tahun 1998-an dari hasil studi Boston Corisufting
Group dengan rujukan data keuangan perseroan 1998. Saat i kofdisi Keuangan

dan prospek usaha Il BUMN itu teiah berbeda, sehingga perlu dilakukan studi uiang,
dan belum seluruh BUMN itu imenyelesaikan restrukturisasi utangnya, sedangikan

—————prospek-usahajuga-berbeda-beda-- Kendisi demildan-akan-mempersuiit-reafisasi

rencana marger, karena tidak mungkin BUMN yang sehat digabung yang tidak

 Tprabum R, Op.Cir, hal 175,
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sehat, atau yang tidak sehat dengan yang tidak sehat. Pada dasamya pembeniukan
holding ataupun marger antara BUMN sejenis di kngkungan PU diriial baik, asal
prosesnya  dilakukan  penyehatan ceriebih  dahulu  kepada  masing-masing
perusahaan yang akan digabung. Sebab jika penggaburigan usaha itu tidak diawali
oleh penyehatan masing-masing BUNMN maka bukan tidak mungkin perusahaan
baru hasil penggabungan nanti yang menanggung beban '* Kedua, rencana marger
antara PT Telkom dengan PT.Indosat vang pada awainya sudah disusun blue print-
nya, bahwa kKecdua BUMN'itu akan digabung dan menjadi raksasa telekomunikasi
nasional. Rencana marger itu tergenjal dengan sikap pemerintah yang tidak
menyetujui tindakan tersebut, dan tetap befpendirian bahwa ke dua BUMN tersebut
nantinya tetap‘ berdiri sendiri dan bersaing secara fair.' Akan tetapi dalam
perkembangannya, rencana marger (datam hal ini lebih pada metode akuisisi)
tersebut saat ini sedang dikaji kembali oleh DPR. " | |

Di samping dua contoh marger yang belum ferlaksana tersebut, ada juga
conteh marger, atau lebih tetap konsolidasi (peleburan), yang sudan oerjalan yakni
peteburan empat bank BUMN (BDN, BBD, Bank Eksim, Bapindo) menjadi Bank
Mandiri. Kemudian marger (atau lebih tepat konsolidasi) antara PT industri
Sandang | dengan PT, Industri Sandang il menjadi PT, Industri Sandang Nusantara,
serta antara PT, Natour dengan PT.Hotel Indonesia yang dilakukan pada masa
Tantri Abeng sebagai Meteri Pendayagunaan BUMN. '® .

Dari beberapa conioh yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa sebenarnya marger merupakan safah satu pilihan dari para pengurus BUMN
untuk melakukan restrukturisasi guna mengembangkan BUMN yang diurusnya.
Namun dalam kasus marger PT.Telkom dengan PT indosat dapat dilihat betapa

peran pemerintah masth sangat besar dalam mencampuri kegiatan BUMN.

 Terlepas darn semua permasaiahan tersebut, berikiit ini akan dicoba dikaj
dari seqi yuridis tindakan marger yang dilakukan oleh BUMN, diluar BUMN yang

bergerak didalam bidang lembaga keuangan (bank maupun bukan bank) mengingat

Urituk proses dan persyaratan marger—stas—konsolidasi -bagil lembaga-perbankan——

¥ arian Bisnis Indonesiz Edisi 13 Maret 2000

¥ Huptan Pisnis Indonests Edisi 29 Februar 2050
** Harian Kompas Edisi 19 Oktober 2000

' Majalah Pilar. Op Cir. hal. 18
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lerdapat aturan yang sifatnya khusus. Atinya xajian i akan ditinjau secara urmum

-dari segi instruksi Persercan Terbatas sebagai badan hukum.

i

Keputdsan untuk melakukan marger,  diakui  ataupun tidax lebih
ditatarbelakangi clenh pertimbangan bisnis (ekenomi) antara 1ain uniuk memperkuat
struktur moedal, meningkatkén kinerja perusanaan, memperluas pasar-pasar dan
sebagainya. Mamun demikian pertimbangan bisnis (ekonomi) tersebit tetap harus di
topang dengan aspek yuridis yang pada dasamya tidak kalah pentingriva. Kerangka
hukum harus diperhatikan dan ditegakkan oleh semua pelaku ekenomi, dimana
hukum di sini akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan
konsumen. pengusaha, masyarakat dan pemerintah.

Sementara Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa cara restrukturisasi
apapun yang akan dipiih, hukum akan menjadi pertimbangan aknir sebagai
pengaman. apakah tindakan-tindakan menuju restrukturisasi tersebut cukup aman
atau tidak dari sisi hukum. Aman dalam pengertian sah, tidak metanggar ketentuan
perundang-undangan. dan tidak meianggar hak sera kepentingan pihak-pinak lin 18

Daiam rangka itulah maka dapat dimulz: dengan ketentuan Pasal 3 PP No 12
Tahun 1988 yang dengan tegas menyatakan, bahwe terhadap Persero beriaku
prinsip-prinsip Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1995
(UU PT). Maka kerangka acuan untuk melakukan marger atau konsolidasi juga
berpegang pada UU PT khususnya Pasal 102, 104 ~ 109 berserta peraturan
pelaksanaannya vyakni PP No.27 Tahun 1998. Bertolak darl kerangka acuan
tersebut. ada beberapa hal yang patut untuk diperhatikan dan dicermati, yaitu -
Pertama. yang paling penting adalah siapa atau pihak manakah yang paling
bertanggung jawab terhadap BUMN. Sebab sesuai dengan PP No 1 Tahun 2000,

maka sebagai rapat umum pemegang saham {dalamt hal saham negara 100 %) atau

sebagai pemegang saham méwakill neégara (dalam hal saham negara tidak-108 %) -
serta yang bertanggung jawab atas BUMN termasuk dalam melakukan proses

marger atau konsolidasi adalah Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan

BUNWMNTSementara kementerian-itu-sastini-sudah-tidak ada lagi, dan masih galam
tahap ‘pembicaraan’ siapa yang harus bertanggung jawab terhadap BUMN. Bengan

7 CFG. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Memyju Satu Sistent Hukum Nasional, Amni. Bandung,
1991, hal. 35,
S Redjeki Hartono. Op.Cir, hal. 39.

18



demikian perlu segera Cikelurkan peraturan yang definitif yang mengatur hal tersebut

untuk memenuhi asas,. kepasttan hukum, teriepas dari perseroan siapa yang

akhirnya harus bertanggung jawab terhadap BUMMN.
Dalam hal perseroan periama diatas sudah teratasi, maka masih terdapat beberapa
hal yang patut diperhatikxan juga dalam proses marger atau konsolidasi BUMN. yaitu,
Kedua, perhatian terhadap kKepentingan pemegang saham minerfitas. Pasal 104 UU
FT izlah menggariskan perlunya uniuk meampernatikan kepentingan Lemegang
saham minoritas. Dalam hal untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham
minoritas, tentu sgja itu berlaku bagi Perserc yang sebagian sahamnya dimiliki oleh
masyarakat (saham tidak dimiliki oleh negara 100 %) yang dilakukan melalu
mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Seandainya ada pemegang saham
(minoritas} yang ftidak menyetujui terjadinya  marger atau Konsolidasi yang
diputuskan oleh RUPS tersebut, maka mereka berhak untuk menjual sahamnya
dengan harga wajar (Pasal 55 UU PT jo. Pasal 4 ayat (2),(3), dan (4) PP 27 Tahun
1998). _
K'eﬁga. perhétian terhadap kepentingan karyawar Dalam hal ini harus diperhatikan
ketentuan Pasal 38 PP 12 tahun 1998 yang mengatur bahwa hak dan kewaiiban
pegawal Persero diterapkan dengan perjanjiar: - kerja dengan sesuai dengan
k perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. misalnya Kep. Menaker.No Kep
150/Men/2000 tentang Penyesuaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan
Uang Pesaﬁgon, Uang Penghargaan Masa Kerna dan Ganti Kerugian di perusahaan
seandainya akibat marger atau konsolidasi tersebut mengakibatkan terjadinya PHK.
Ketentuan Menteri Tenaga Kerja tersebut merupakan ketentuan minimal yang
sifatrya . normatif, para pihak dalam perjanjian kefja {karyawan dan perusahaar)

dapat mengadakan kesepakatan diluar (tentu saja yang lebih baik) daripada

- - KetenmtUan Manaker tersebut. Jadir dalam hal ini tidak 'ada pembedaan dengan

karyawan perusahaan swasta.
Keempat, perhatian terhadap kepentingan persaingan sehat Kepentingan

— e -- . - Persaingan-sehat di sini-dapat diarikan sebagai -@kiba%—éaﬂ—peaggb%gama%%— e

pefeburan yang mengarah pada terciptanya monocpoli produksi dan/atau distribusi
barang danfatau jasa Berdasakan ketentuan Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999,
monopoli tersebut dimungkinkan terhadap BUMN yang bergerak dalam produksi

gan/atau distribusi barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak.
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-

Hanya saja harus dipertegas Kriterianya yang digunakan untuk menentukan
‘menguasal hajat hidup orang banyak’ tersecut, mengingat saat ini sudah ada
pruduksi listrik {yang menguasa: hajat hidup crang banyak), yang diakukan oleh
swasta

Kelima azpabila diperhatikar preses terjadinya marger atau konsolidasi, maka peran
RUPS azdalah sangat vital Ariinva marger atau konsolidasi tidak akan dapat
ierlaksana tanpa adanya pearsewquan car RUPS masing-masing persero. Pada
tahap inllzh kemungkinan besar akan muncul sikap 'sewenang-wenang’, atau paling
tidak muncul pertimbangar-pertimbangan yang Kurang obyekiif. Sebab, sesuai
ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No.12 Tahun 1998 maka pemegang saham pada
Perusahaan Perseroan adalah Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah (dan
berdasarkan PP No0.96 dan S8 Tahun 1888 kewenangan ‘tersebut ditimpahkan
kepada Menneg Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN) Sesuai ketentuan
Pasal 5 PP No.12 Tahun1998 maka Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa
kepada pihak tain yaitu Dinen Pembinaan BUMN, Perorangan atau badan hukum
lamn tetap-terhadap keputusan-keputusan penting menyangkut perseroan (termasuk
marger atau Kkonsoiidasi) tetap harus mendapatkan persetujuan dari Menter
Keuangan. Tetapi dalam F=-No.1 Tahun 2000 tidak diatur tentang kemungkinan

- pemberian kuasa tersebut. Jadi yang berwenang adalah tetap Menneg BUMN. Bagi

PerserofPT yang sahamnya sebagian dimifiki oleh masyarakat, meskipun tidak
terialu besar, maéih terdapat kontrol dalam forum RUPS. Akan tetapi untuk Persero
yang sahamnya dimiiiki ofeh negara selurshnya {100 %) maka Menneg BUMN
bertindak selaku RUPS itu sendiri {(Pasai 1 dan 2 PF Ne¢.86 Tahun 1999 jo. Pasal 1
ayat (1) PP No.98 Tahun 1398). Terhadap masalah ini kita dapat mengambd conton
rencana marger antara PT.Telkom dan PT indosat, dimana negara tidak memitiki
sahamnya 100 %. Meskioun penguras ke dua BUMN tersebut--hampir- sepakat
untuk metakukan marger dan felah menyusun blue print sebagai raksasa
telekomunikasi nasional, tetapt dalam hal ini pemerinian setaku pemegang saham
mayortas-tidak -menystuju. - Sehingga rencana marger tersebut untuk sementara
tidak dapat dilaksanakan Dari khusus ini muncul perkembangan yang menark,
yakni pihak DPR akan mengajui usulan PT Telkom yang justru akan mengakuisisi
PT.Indcsat. Diiihat dari perspektif hukum perusahaan, khususnya perangkat hukum

yang berkaitan dengan masalah marger. konsolidasi, dan Perusahaan Perseroan.



maka langkah itu dapat dikaakan telah keivar dari aspek yuridis yang semestinya.
Sebab seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa terhadap Perusahaan Perseroan
tidak dibenarkan adanys campur (&ndan Jdan pihak manapun kecuai! organ
perseroan, dan DPR jelas bukan organ Ferszroan. Tetapi apabila dilihat darl sudut
pangang politis, ha! itu masih relvan yakri OPR sebagai wakil rakyal yang pada
hakikatnya acalah pemiiik dan BUMN iu sendin. Meskipun demikian tindakan
seperti itu tetap harus ditempalkan secare proporsional, dalam arti pihak DFPR hanya
memberikan macukan atau pertimbangan yang harus diperhatikan oleh pengurus
maupun pemegang saham (secara formiidan BUMN tersebut. Sebab bila tidak
maka setiap tindekan BUMN yang harus dimintakan persetujuan fertebih dahuiu
kepada DPR justru akan memperumit birrokrasi, sementara BUMN itu sudah
dipercayakan Kepada pengurus yang profersional.

Dengan demikian terhadap masatah RUPS ini perlu diperhatikan benar kapabiiitas,
integritas dan profesionalisme dan pemegang saham wakili pemerintah atau
sigpapun yang nyatanya akan dftetcpkaﬁ sebagai pemegang saham mewakili
negara, agar tidak muncul perhmbangan -pertimbangan dan keputusan-keputusan
yang bersifat subyektif, ateu yang menguntungkan pihak-pihk tertentu saja
Kekhawatiran ini pantas muncut terutama seat beberapa waktu yang latu hangat
diperdebatkan tentang perebutan pOSfSiI‘f_‘-!ha\-_( yang harus bertanggung jawébr
terhadap BUMN. Dan waktu it sempat dicoba adanya Kabinet Persatuan yang
berasal dari berbagai kekuatan partai poiitik, dimana hal ini sempat muncul
kekhawatiran bahwa kedudukan Menteri Keuangan sebagai pemegang saham
BUMN akan disalahgunakan untuk keperluan partai politik dari mana menteri itu

berasal.

PENUTUP
Berdasarkan uraian singkat di atas kiranya dapat dikemukakan kesimpulan
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1. Keberadaan BUMN terutama vang bergerak dalam produksi dan/atau d:str|bu3|
barang dan/atau jasa yang menguasa: hajat hidup orang banyak, patut untuk
dipertahankan sebagai peruszhaan yang diharapkan tetap berpthak pada

kepentingan rakyat.



)
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Era perdangan bebas dan terjadinya krisis ekonomi menuntut uniuk dilakukan

restrukturisasi ternadap BUMN agar tetag dapat survive dalam alam kempetisi.

Marger atau Konsolidasi merupakan salah satu alternatif bagi program

restrukturisasi BUMN, sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaar:

SUMN itu sendiri, agar tetap dapat berperan aktif dalam menyediakan drodiiks

barang dan/atau jasa terutama yang menguasal hajat hidup orang banyak.

Sesua dengan keteniuan PP No.12 Tahun 1958 tentang Perusghazr

Perseroan, maka prinsin-prinsin Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam

UU Mo 1 Tahun 1885 terdang Persercan Terbatas berlaku iuga terhadap

Perusahaan Perseroan Dengan demikian ketentuan tentang marger atau

konsolidasi juga tunduk pada ketentuan UU PT tersebut berseria peraturan
pelaksanaannya vyakni PP No. 27 Tahun 1888 tentang Penggabungan.

Peleburan, dan Pengambilzlihan Perseroan Terbatas.
Terhadap seperangkat peraturan perundang-undangan tersebut, pula dicermat;

implikasinya sebagai berikut -

a.

Perlunya memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas (délaml
hal sebagaian saham BUMN dimiiiki oleh masyarakat) terutama yang tidak
menyetuiul terjadinya marger atau konsolidasi, yaitu adanya hak _untuk
menjual saham tersebut dengan harga wajar (Pasal 55 UU PT jo Pasal 104
UU PT jo.Pasal 4 ayat (2}, (3), dan (4) PP 27 Tahun 1998).

Perlunya memperhatikan juga kepentingan karyawan. yang berdasarkan
ketentuan Pasal 38 PF No 12 Tahun 1998 maka hak dan kewajiban
karyawan adatah sesual dengan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, misalnya Keputusan

Menteri Tenaga Kerja No Kep 150/Men/2000.

Meskipun findakan marger atau konsolidasi tersebut memungkinkarn
mengarah pada monopoli. tetapi hal itu diperbolehkan sepaniang dilakukan

oleh BUMN vyang bergerak dalam produksi dan/atau distribusi barang
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Tahun 1999 tenmtang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat). Hanya saja harus ditegaskan Kriteria bidang usaha yang

menguasai hajat hidup orang banyak.



d. Peran RUPS sangat vital dalam proses marger atau konsolidasi. Oteh karena
itu harus diperhatixan kapabilitas, integritas dan profesionalisme dari wakii
pemerintah yang ditetapkan sebagai pemegang saham wakil negara, agar
dapat memberikan pertimbangan dan keputusan yang obyektif dan

profesional serta ticak menguntungkan pihak tertentu saja.




